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Abstrak 
Artikel ini memberikan alternatif pendukung instrumen pengendalian perubahan guna lahan 
menggunakan sistem informasi geografis berbasis kepemilikan. Perubahan guna lahan perkotaan 
menjadi konsekuensi pertumbuhan kota yang tidak terkontrol. Instrumen pengendalian pemanfaatan 
ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, sanksi dan perijinan tidak efektif 
bekerja. Salah satu persoalan dasar yang menyebabkannya adalah pertumbuhan kota ini berjalan 
secara informal, yaitu masyarakat mengubah peruntukan lahannya tanpa sepengetahuan dan seiijin 
pemerintah. Sehingga, perencanaan dan pembangunan kota formal tidak selaras dengan 
pertumbuhan kota yang terjadi di lapangan. Persoalan ini disinyalir sebagai konsekuensi dari 
perencanaan dan pengendalian tata ruang yang masih mengesampingkan kepemilikan lahan. Di sisi 
lain, masyarakat melakukan proses pembangunan mengikuti mekanisme pasar untuk memenuhi 
kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Untuk itu studi ini berusaha memberikan alternatif instrument 
pengendalian perubahan guna lahan sehingga dapat disinergikan dengan kebijakan pengendalian 
pemanfaatan ruang formal.   
 
Kata kunci : sistem informasi lahan, instrumen pengendalian alih fungsi lahan 
 
I. PENDAHULUAN 
Konversi lahan yang dianggap bagian normal 
dari pertumbuhan dan perkembangan kota (Firman, 
2000) terkadang justru menjadi persoalan baru jika 
menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Perubahan fungsi lahan ini dapat terjadi 
secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan 
fungsi lahan langsung terjadi karena hasil 
pembangunan dari perencanaan kota dan wilayah, 
sedangkan perubahan fungsi tidak langsung 
merupakan konsekuensi atau imbas dari 
pembangunan itu. Perubahan fungsi secara langsung 
dapat berupa konversi lahan pertanian menjadi 
perkotaan (Firman, 2000), perubahan fungsi lahan di 
daerah pinggiran (Dutta, 2012) sedangkan imbas 
tidak langsung yang dihadapi adalah permasalahan 
sosial seperti gentrifikasi yang terjadi di Tembalang 
(lihat: Prayoga, dkk., 2013) dan di Bandung (lihat: 
Hudalah, dkk., 2014). Faktor utama yang 
berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan adalah 
dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah 
maupun karena mekanisme pasar. Pertumbuhan 
ekonomi wilayah (Xiangzheng Deng, dkk., 2010, He, 
dkk., 2014), situasi politik (Goldblum dan Wong, 
2000) dan dinamika sosial ekonomi (Murakami, 
dkk., 2005), masyarakat juga menjadi faktor 
pendorong utama terjadinya perubahan fungsi lahan.  
Meskipun dokumen tata ruang menjadi rujukan 
perubahan fungsi lahan, akan tetapi kenyataan di 
lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh konversi 
lahan merupakan hasil perencanaan formal yang 
tertuang di dalam dokumen perencanaan (Zhu dan 
Simarmata, 2015). Fenomena perkembangan kota 
secara informal menjadi salah satu hasil mekanisme 
pasar dan dinamika sosial masyarakat yang juga 
berperan dan terkadang justru lebih besar 
pengaruhnya. Kondisi ini terutama pada 
perkembangan permukiman informal, dimana 70–
85% penduduk Indonesia masih bergantung di 
dalamnya (Kementerian Perumahan Rakyat, 2009 
dalam Setiawan, 2010). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wiweka (2002) 
di Denpasar Bali merupakan salah satu contoh 
bagaimana proses pelanggaran ketentuan 
pemanfaatan lahan berlangsung secara informal. 
Masyarakat dengan berbagai dinamika sosial dan 
ekonomi melanggar ijin mendirikan bangunan (IMB) 
tanpa adanya kontrol yang baik dari pemerintah. 
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Lemahnya kontrol dari pemerintah tidak lepas dari 
kemampuan pemerintah dalam mengawasi begitu 
banyak bentuk pelanggaran dan luasnya areal 
wilayah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 
Husna dan Buchori (2008) di Surakarta, dimana 
kedisiplinan pengawasan pemerintah menjadi salah 
satu faktor utama tidak berjalan efektifnya instrume 
aturan bangunan dalam pengendalian pembangunan 
perkotaan.  
Akhirnya, para perencana kota perlu 
memperhatikan instrumen pengendalian pemanfaatan 
ruang yang mampu mengakomodasi fenomena 
lapangan berupa instrumen yang dinamis dan sesuai 
dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 
2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 
ada 4 instumen pengendalian pemanfaatan ruang 
yaitu: sanksi, perijinan, insentif dan disinsentif serta 
peraturan zonasi (zoning regulation). Dari keempat 
instrumen yang sering digunakan, belum ada 
instumen yang mengintegrasikan pada kepemilikan 
lahan (land ownership) di dalam perencanaan hingga 
pengendalian pemanfaatan ruang. Padahal, domain 
perencanaan di Indonesia pada dasarnya adalah 
perencanaan publik yaitu merencanakan bidang 
lahan yang sebenarnya dimiliki oleh publik/ 
masyarakat.  
Berdasarkan fenomena di atas, artikel ini 
menyajikan satu konsep pendukung pengendalian 
pemanfaatan ruang menggunakan sistem informasi 
lahan berbasis kepemilikan. Pengintegrasian dua 
elemen data base dan sistem informasi ini dilakukan 
sebagai salah satu upaya menjawab tantangan 
pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan 
ruang terutama pada tahap antisipasi dengan 
melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk 
memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan 
melalui studi kasus di Kabupaten Sragen dengan 
memanfaatkan teknologi informasi berupa ArcGIS 
dan basis data berdasarkan citra satelit Spot-6 tahun 
2013 skala 1:1.000.  
 
II. METODE PENELITIAN 
Artikel ini disusun berdasarkan metode 
penelitian sintesis mengikuti pola Exemplary 
Synthesis. Pola ini menyajikan kritik eksplisit 
berdasarkan contoh kasus berupa lesson learned(Suri 
dan Clarke, 2009). Terdapat tiga sumber informasi 
utama dalam penelitian ini seperti disajikan dalam 
tabel 1 berikut: 
 
 
 
Tabel 1 Sumber informasi utama penelitian 
 
Aspek Sumber Informasi 
Kebijakan 
pemerintah 
 PP No. 15 Tahun 2010 tentang 
penyelenggaraan penataan ruang.  
 UU No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang 
Hasil 
penelitian 
terdahulu 
 Kasus pelanggaran IBM di 
Denpasar Bali, penelitian 
dilakukan oleh Wiweka (2002),  
 Kasus instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang di Surakarta, 
penelitian di lakukan oleh Husna 
dan Buchori (2008), dan 
 Kasus kegagalan pengendalian alih 
fungsi tanah di lakukan oleh 
Listyawati (2010). 
Studi 
kasus  
 Penyusunan database persil 
kepemilikan lahan se- Kabupaten 
Sragen. 
Sumber: Penyusun, 2015 
 
Meskipun kedua penelitian ini dilakukan bukan 
di Kabupaten Sragen, akan tetapi acuan utama 
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang 
digunakan adalah sama yaitu berasal dari peraturan 
pemerintah (PP No. 15 Tahun 2010 dan UU No. 26 
Tahun 2007), sehingga kasus ini bisa diangkat 
menjadi salah satu kasus di Kabupaten Sragen yang 
menerapkan instrumen sama. 
Proses analisis kolaboratif dilakukan dengan 
cara membandingkan setiap informasi dari ketiga 
sumber untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan 
intrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Proses 
ini menjadi bagian dari upaya evaluasi kapasitas 
literatur atau sering di kenal dengan istilah 
evaluation capacity building (ECB) literature (Labin, 
dkk., 2012). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tidak bisa dipungkiri bahwa pengendalian 
pemanfaatan ruang di Indonesia masih jauh dari 
sempurna. Dalam perspektif ilmu hukum,Listyawati 
(2010) menyimpulkan bahwa kegagalan 
pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia 
terutama dari pertanian menjadi non pertanian 
disebabkan oleh: pertama, faktor internal berupa 
meningkatnya kebutuhan rumah tinggal dan usaha, 
kurang mencukupinya penghasilan pertanian, tidak 
terjangkaunya biaya operasional pertanian dan 
semptingnya bidang tanah. 
Kedua, faktor eksternal berupa tingginya 
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investasi, pertumbuhan penduduk dan perkembangan 
kota, pembangunan fasilitas umum, longgarnya 
perijinan dan kurang tegasnya sanksi. Ketiga, 
disebabkan oleh kendala operasional berupa 
kurangnya koordinasi antar instansi, kebhijakan 
teknis yang sulit diterapkan dan kurang 
diperhatikannya pertimbangan dan saran dari tim izin 
peruntukan penggunaan tanah.  
Selain 3 persoalan di atas, Listyawati (2010) 
juga menggarisbawahi bahwa sering terjadi benturan 
kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. 
Pemerintah memiliki hak yang diatur oleh undang-
undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraris, bahwa pemerintah sebagai 
penguasa memiliki tugas untuk mengatur dan 
mengurus tanah. Sedangkan disisi lain masyarakat 
memiliki hak atas tanah untuk mengelola, 
menggunakan dan memanfaatkannya. Persoalan ini 
berlangsung hampir di seluruh daerah baik perkotaan 
maupun pedesaan. 
Padahal, penggunaan lahan yang tidak sesuai 
dengan aturan perencanaan memiliki kecenderungan 
menjadi informal dan menjadi kampung (Setiawan, 
2010). Persoalan ini menjadi lebih pelik di saat 
diketahui bahwa 70-85% penduduk Indonesia masih 
bergantung pada permukiman informal yang minim 
intervensi pemerintah (Kementerian Perumahan 
Rakyat, 2009 dalam Setiawan, 2010). Diperkirakan 
pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang lebih 
banyak bersumber dari masyarakat atau dari rumah 
tinggal dibandingkan dari dunia usaha.  
 
a. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di 
Indonesia 
Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di 
Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang. Di dalamnya, 
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang 
berlaku di Indonesia meliputi 4 instumen, yaitu: (1) 
perijinan, (2) sanksi, (3) peraturan zonasi, dan (4) 
insentif dan disinsentif. Keempat instrumen ini 
berjalan setelah proses perencanaan tata ruang 
dilakukan dan disyahkan.  
Perijinan dan sanksi dalam instrumen 
pemanfaatan lahan digunakan agar tertib 
administrasi. Pemerintah/ penguasa mewajibkan 
kepada setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan 
ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan 
perizinan di dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. 
Kenyataan empiris di lapangan, tidak sepenuhnya 
seperti amanat undang-undang tersebut. Seperti yang 
terjadi di Denpasar Bali, dimana pelanggaran hampir 
terjadi di seluruh ketentuan pemanfaatan lahan yaitu 
dari pelanggaran rencana guna lahan hingga 
pelanggaran ketentuan pemanfaatan lahan (GSB, 
KDB, KLB, dan sebagainya). Akan tetapi, seluruh 
penggar tersebut tidak mendapatkan sanksi tegas dari 
pemerintah(Wiweka, 2002). 
Ketentuan teknis non administratif diatur 
melalui peraturan zonasi dan insentif-disinsentif. 
Peraturan zonasi merupakan ketentuan tentang 
persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan 
ketentuan persyaratan pemanfatan ruang untuk setiap 
blok/ zona peruntukan yang penetapan zonanya 
dalam rencana rinci tata ruang. Ketentuan peraturan 
zonasi ini tidak terlepas dari rencana detail tata ruang 
yang sebelumnya telah tersusun. Perubahan guna 
lahan yang diijinkan ditentukan berdasarkan 4 
kategori yaitu (1) diijinkan, (2) ijin terbatas, (3) ijin 
bersyarat, dan (4) tidak diijinkan. Ketentuan ini lebih 
mengatur pada perubahan fungsi lahan yang 
ditetapkan dalam klasifikasiruang.  
Berbeda dengan peraturan zonasi, insentif 
dirancang sebagai upaya stimulasi terhadap daerah 
yang diprioritaskan perkembangannya atau 
mempertahankan fungsi yang sudah ada. Adapun 
disinsentif diberikan pada daerah atau lokasi yang 
tidak mendapatkan prioritas pengembangan. Insentif 
dan disinsentif ini dapat diberikan oleh pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke 
pemerintah daerah lainnya dan dari pemerintah ke 
masyarakat.  
 
b. Database persil Kabupaten Sragen 
Database persil, sebenarnya bukan menjadi 
database baru di Indonesia. Di Kabupaten Sragen, 
sistem ini telah ada sejak pemerintah Belanda (lihat 
gambar 1). Versi digital juga disediakan oleh dinas 
pajak bumi dan bangunan serta badan pertanahan 
nasional. Hanya saja, tidak ada standarisari sistem 
koordinat yang baik. Masih ditemukan dua peta yang 
bersebelahan tetapi tidak bisa disatukan.  
 
Ini terjadi karena perbedaan titik ikat setiap peta 
yang berbeda dan tidak ada single base map. 
Persoalan ini menjadikan tidak akuratnya informasi 
yang diberikan oleh peta. Karena tidak adanya 
kesamaan titik ikat antar peta menjadikan beberapa 
peta kosong. 
Persoalan ini menjadi salah satu kendala di 
dalam perencanaan dan pengendalian ruang 
perkotaan berbasis kepemilikan lahan (land 
ownership). Melihat persoalan ini menjadikan 
masalah agraria Indonesia, dimana sering terjadinya 
benturan antara hak penguasaan tanah oleh 
masyarakat dan hak pengaturan dan perencanaan 
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oleh pemerintah semakin besar. Persoalan ini juga 
disadari oleh Listyawati (2010) bahwa belum ada 
sistem pemetaan yang terintegrasi dan berlaku 
nasional. Bahkan Listyawati (2010) menemukan 
lebih dari dua belas instansi di Indonesia memiliki 
peta kawasan untuk kepentingan mereka sendiri dan 
bersifat sektoral. Akibatnya terjadi overlapping 
antara satu peta dengan peta lainnya.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Contoh peta persil tanah Desa Pare, 
Kabupaten Sragen yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Belanda Tahun 1941 
(Sumber: DPKAD, 2014) 
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten 
Sragen. Setidaknya ada 3 instansi daerah dan 1 
instansi nasional yang memiliki peta dasar untuk 
kepentingan mereka. Instansi pemerintah pusat dan 
daerah yang dimaksud adalah Bappeda, Dinas 
Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPKAD), dan Badan Pertanahan 
Nasional. Bukan hanya titik ikat peta yang berbeda, 
sistem koordinat masing-masing instansi juga 
berbeda. Peta yang dikeluarkan oleh Bappeda dan 
PU memiliki sistem koordinat Universal Transvers 
Mercator (UTM) sedangkan BPN dan DPKAD 
menggunakan sistem koordinat TM3. Peta 
kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh DPKAD 
berupa peta PBB sebagai dasar penarikan pajak bumi 
dan bangunan juga memiliki banyak kesalahan. 
Persoalan paling mendasar adalah overlapping dan 
tidak terintegrasi antara satu peta dengan peta yang 
lain. Bahkan jika ditampalkan dengan citra satelit 
terkoreksi juga bergeser lebih dari 5 km. Padahal 
peta-peta ini bersumber dari satu instansi yang sama. 
Persoalan peta dasar di atas menjadi masalah 
besar disaat banyak permintaan ijin mendirikan 
perumahan baru di Kabupaten Sragen. Para 
pengembang lokal banyak mengajukan ijin untuk 
mengubah fungsi sawah menjadi perumahan. Para 
pengembang ini membangun perumahan dalam unit 
yang sedikit yaitu 10 – 25 unit rumah, sehingga tidak 
jarang berbenturan dengan rencana tata ruang. Dalam 
membebaskan tanah, para pengembang melihat 
kemilikan tanah, sedangkan di rencana tata ruang 
mengabaikan kepemilikan tanah di dalam rencana 
tata guna lahan dan peraturan zonasinya. Dari 
persoalan di atas, Dinas Pekerjaan Umum memiliki 
inisiatif membuat peta persil kepemilikan lahan 
berdasarkan citra satelit IKONOS tahun 2013 seperti 
pada gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2: Persil Desa Kaloran Kabupaten Sragen  
yang ditampalkan dengan citra satelit 
(Sumber: Analisis, 2014) 
 
c. Sistem informasi lahan: pendukung instrumen 
pengendalian pemanfaatan ruang? 
Persoalan fundamental diatas menjadi salah satu 
persoalan tidak efektifnya instumen pengendalian 
pemanfaatan ruang. Rencana detail tata ruang berupa 
peta skala 1 : 5.000, dimana di dalam peraturan 
zonasi harusnya mengatur perubahan fungsi lahan 
perkapling,sulit terealisasi. Ini menunjukkan aturan 
perencanaan tata ruang tidak efektif menyentuh 
hingga level masyarakat, dimana mereka memiliki 
hak memiliki, mengelola dan menggunakan tanah.  
Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Listyawati (2010), Wiweka (2002)sertaHusna 
dan Buchori (2008) bahwa dalam praktek 
pengendalian alih fungsi lahan sering tidak efektif 
karena: (1) terjadi benturan antara masyarakat 
dengan pemerintah, (2) kurangnya kesadaran 
masyarakat, (3) rendahnya kedisiplinan dan 
ketegasan pemerintah  maka perlu adanya instrumen 
yang bisa menyatukan pemerintah dan masyarakat.  
Sistem informasi lahan dapat menjadi instrumen 
pendukung efektivitas pengendalian pemanfaatan 
ruang melalui pengintegrasian mekanisme 
pengendalian. Selama ini sistem informasi lahan 
hanya menyajikan informasi kadaster lahan, maka 
selanjutnya dapat diperluas dengan mengintegrasikan 
pengendalian pemanfataan ruang ke dalamnya. Tentu 
dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, 
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seperti: (1) perlu adanya single base map nasional, 
(2) kerjasama antar instansi, (3) pelibatan aktif 
masyarakat dalam proses sosialisasi hingga 
perencanaan, dan (4) perlu adanya pendekatan 
collaborative planning & development agar sistem 
ini berjalan lebih efektif.  
Bagaimana sistem ini berjalan? Sistem 
pengendalian pemanfaatan ruang perlu 
ditransformasi dari dokumen yang tidak 
memperhatikan kepemilikan lahan ke dokumen yang 
memperhatikan kepemilikan lahan. Salah satu contoh 
yang bisa diterapkan adalah adanya dokumen 
tambahan di sertifikat kepemilikan tanah yaitu 
sertifikat peruntukan lahan. Sertifikat peruntukan 
lahan ini dilengkapi dengan instrumen peraturan 
zonasi hingga insentif dan disinsentif.  
 
IV. SIMPULAN 
Persoalan mendasar pengendalian pemanfaatan 
lahan di Indonesia adalah (1) tumpang tindihnya 
pengelolaan lahan, (2) tidak adanya koordinasi dalam 
pengendalian pemanfaatan, dan (3) belum adanya 
single base map nasional yang terintegrasi. Dari 
penelitian ini ada indikasi perlu adanya pendalaman 
mengenai collaborative planning and development di 
dalam pengendalian pemanfaatan lahan. Disamping 
itu, dari studi ini juga membuka adanya tema 
penelitian sistem informasi lahan yang kemungkinan 
besar dikolaborasi dengan sistem informasi dan 
teknologi untuk membentuk smart city terutama 
dalam pengelolaan lahan. 
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